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TEIITAII-G:

CIA]IIIUR

PETUNJUK PELAI{SANAAN AKUISISI ARSIP ORDE BARU

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. bahwa untuk kelangsungan kehidupan berbangpa dan
bernegara serLa da am rangka menyerliakan bahan bukl,i
pertanggungiawaben nasional ke.pada gene.rasi sekarang dan
yang akan datang serta dalam rangka penyelamatan arsip yang
bernilai guna sesuai dengan peraturan perundang.undanean
yang berlaku, telah dibentuk Tirn Akuisisi Arsip Orde Baru
Kabupaten Cianjw;

b. bahwa agar pelaksanaan akuisisi arsrp yanE akan dilakukan
oleh semua instansi di bawah koordinasi Tirn Akuisisi
termaksud dapat berjalan secara efektif dan etrsien, dipandang
pcrlu adanya Pctunjuk Pclaksanaan yang ditctapkan dcngan

Mengingat

Keputusan Bupati.

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat @erita
Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 teniang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negare Tehun 1971
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor 8O, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3639);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara 3151);

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor AO Tahun 1979
tentang Tata Kearcipan Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Ddam Negeri Nornor 10O Tahun 1991
tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri;

?. Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1999 t€ntang Pedoman PelaLsanaan Akuisi,Ei
Nasional Arsip Orde B aru;

8. Keputusan ....
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8. I{eputusan Gubernur lropinsi Jawa Barat Nomor 3b Tahun
1990 tentang 'l'ata Kearsipan pemerjntah propinsi Jawa
Barat;

9. I{eputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor Bg Tahun
1993 tentang Petunjuk 'l eknis penyusutan Arsip di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

10. I(eputusar, Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 04b.08/
Kep.88-l(4,D/2000 tentang Pembentukan'ltm Akuisisi Arsrp
Orde Baru Propinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : srrat Edaran Menreri Koordinator pengawasan pe.mrrangrrn-
an dan Pendayagunaarr Aparatur Negar.a tanggal 6 Mei lggg
Nomor 197/1\TIK.WASPAN/5/1999 tentang Akuisisi Nasional
Arsip Orde Baru.

lt----a--lrvlEltctaPltaIl

MEMUTUSKAN :

: KEPIiTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTAi\^.G
PETUNJUK PELAKSANAAN AKUISISI ARSIP OBDE
D A DI T

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Arsip adalah se.bagaimana dimrksud dalam Pasal l"
Llndang.undang Nomor 7 Tahun 19?1 Gntang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kearsipan, yaitu :

1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima ole.h lembaga-
lembaga negar.a dait badarr-badan perrrerintahan dalaur
bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal
maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan
kegiatan pemerintahan:

2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-
badan swasta dan perorangan dalam bentuk corak
apapun baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok dslam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan;

b. Arsip Dinamis ada-tah arsip yang dipergunakan secara
langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan
penyelenEgaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya
atau fiperguna-kan secara langsung dalam penyelenggaraan
adminis trasi negara;

c. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara
langsung untuk perencanaan, pelaksanaan dan
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya
maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi
negara;

,t aL.,;-;-;



Lt8

L

:,

d. Akuisisi fusip adalah proses perluasan khasanah arsip;
e. Alsip Orde Bar.u adalah endapan infornasi terekam

mengenai pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga negara
dan badan-badan pemerintahan di masa Orde Baru dari
tahun. 1967 sampai dengan tahun 1996:

f. I{ilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada
kegunaan bagi kepentingan pengguna arsip;

g. Daftar Pertelaan Ar.sip adalah daftar.yang berisi susunan
teratur butir-butir berkas sesuai dengan seri arsip yang
harus disimpan sementara, dimusnahkan atau diserahkan
ke Arsip Nasional Wilayah sebagai arsip statis:

h. Deskripsi adalah rincian informasi yang terkandung dnlsm
arsip yang dimaksu,llran sebagai sarana penemuan;

i. Jadwal Rctensi Arsip (JRA) adalah suatu daftar yang
sekurang-kurangnya berisi tentang jenis arsip beserta
jangka walitu peny'impanannya dan keterangan sementara,
pesnanen. musnah atau dinilai kembali:

j. Instansi Pencipta Arsip adnlah dinas/badan/lembaga
Pemerintah Daerah dan BUMD yang memiliki otonomi
untuk melaksanakan fungsinya dalam hal
menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan
pembangunan;

k. 'l'im Akuisisi Arsip Orde tsaru di Llaerah yang selanjutnya
disebut Tim Akuisisi Arsip Orde Baru Kabupaten Cianjur
adalah tim keria yang secara khusus dibentuk untuk
menangani pelaksanaan akuisisi arsip yang tercipta pada
kurun waktu tahun 1967 sampai dengan 1996;

l. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Cianjur.

BAB II
PRINSIP.PRINSIP PELAKSANAAN AKUISISI ARSIP

Pasal 2

Akuisisi Arsip Orde Baru di lingkungan Pemerintah
Kabupatcn dilaksanakan olch masing-masing instansi.

Pasal 3

Kegiatan akuisisi arsip merupakan kegiatan bidang kearsipan
yang dils[5lnakan secara crash program te4radu dan
menyeluruh dengan herpedoman kepade pelaturrn
perundang-undan gan yang berlaku.

_t_
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BAE III
RUANG LINGKUP AKUISISI ARSIP

Pasal 4

(1) Akuisisi arsip pada dasarnya meliputi seluruh arsip baik
arsip statis maupun dinamis in aktif yang diciptakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kurun waktu
tahun 1.967 sampai dengan 1998.

(2) Batas waltu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
fleksibel karena informasi dalam arsip merupakan
rangkaian kegiatan yang be.rkesinamtrungan, sehingga
ticlak rnenutup kernungkinan alsip yaug terakuisisi
berasal dari kurun waltu sebelum tahun 1967 dan
sesudah tahun 1998.

Pasal 5

Dari sisi lembaganya, akuisisi arsip mencakup dari semua
satuan-satuan kerja di instansi Pemerintah Kabupaten
Cianjur termaksud BLTMD sebagai konsekuensi dari kegiatan
pemerintahan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pasal6

(1) Arsip statis yang mempunyai nilai guna pertanggrng-
_iawaban nasional harus diserahkan ke Arsip Nasional
Rcpublik Indoncsia/Arsip Nasional \4rilayah P.ropinsi Jan'a
Barat.

(2) Arsip yang mempunyai nilai guna pertanggungjawaban
nasional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Arsip bernilai guna evidential ftebuktian keberadaan)
adalah arsip yang antara lain bcrisi :

- Bukti keberadaan suatu instansi terdiri tlari arsip-
arsip yang memuat informasi tentang bagaimana
suatu lcmbaga diciptakan, dikcmbangkan, diubah
atau diatur serta informasi tentang pelaksanaan
tugas dan fung'si lembaga yang bersangkutan;

- Bukti tcntang prcstasi intclcktual ili instansi
bersangkutan terdjri dari arsip-arsip yang berisi
inJormasi tentang suatu prestasihasil karya yang
sangat menonjol tlan orisinil dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi yang bensangkutan.

b. Arsip bernilai guna informasi aclalah arsip yang
memuai informasi ientang iokoh nasional, orangi
perseorangan, lembaga/organisasi, bangunan bersejarah
(fisik), fenomena yang melekat pada peristiwa yang
memiliki malna tre.rskala nasional.

Contob-eontoh :

1) rArsip tokoh nasionaUorang perseorangan :
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BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN AKUISISI ARSIP

Pasal 10

Tahapan.tahapan aiau langkah-langkah yang harus
dilalrq!211 d"lam melaksanakan akuisisi arsip terdid-dari :

a. Sur.;ey arsip, yaitu kegiatan pendataan arsip yang
mencakup volume arsip, kurun wakiu arsip dan masalah
arsip serta dapat dijadiLsn dasar perencanaan kebutuhan
sarana, tenaga kerj a, waktu dan biaya yang diperlukan;

b. Seieksi penilai an arsip.

Untuk pelaksanaan seleksi di instansi-instansi Tingkat
Kabupaten dilgksanakan oleh Tim Penilsi dan pemusnah
Arsip. Hasil seleksi dan penilaian arsip diklasifikasikan ke
dal".m arsip vitd arsip penting dan arsip bernilai guna;

c. Pembuatan daf+-ar pertelaan/deskripsi;

d. Pcnyimpanan dan pcnataan arsip:
1) Arsip dinamis in aktif dengan retensi kurang dari sampai

dengan 10 tahun disirnpan di Unit Kearsipan Instansi
atau Lcmbaga;

2) Arsip ilinamis in aktif dengan retensi lebih dari 10 tahun
diserahkan ke Kantor Arsip Daerah;

3) Arsip statis diserahkan kepada trl5if' Nasional Wilayah.
e. Penyerahan Arsip Statis ke Arsip Nasional Wila5rah Jawa

Barat :

1) Penyerahan arsip slatis dari lembaga/ins[ansi
Pemerintah Kabupaten Cianjur dilakukan me.lalui
Kantor Arsip Daerah Kabupaten Cianjur yang
selanjutnya diserahkan ke Arsip Nasional Wilayah Jawa
B ara!

2) Sebelum penyerahan arsip statis harus menyerahkan
Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Statis ke Arsip Nasional
YJilayah Jawa Barat untuk dilakukan penilaian terhadap
data informasi arsipnya:

3) Penyerahan dilaksanakan dengan Betita Acara Serah
Terima Arsip dan disertai Daftar Pertelaan Arsip;

4) Materi Berita Acara dil-oordinasikan dengan Arsip
Nasional Wilayah Jawa Barat dibuat rangkap B (tiga)
dan bermaterai secukupnya.

f. Pemusnahan :

1) Arsip yang tidak bernilai guna, duplikasi dan non ausip
dilaksanakan ole.h masing-masing instansi;

2) Arsip yang memprnyai jangka retensi sampai dengan 10
lah un rl i l aksanakan oleh masing-masin g ins {,ansi selelah
dikonsultasikan terle-bih dahulu dengan Kantor Arsin
Daerah Kabupaten Cianjur;
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3) Arsip yang mempunyai jangka retensi di atas 10 iahun
dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten
Cianjur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VI

JADWAL KEGI^{T.{N

Pasal 11

Jadwal kegiatan akuisisi arsip adalah sebagai berikut :

1. Alihir Tahun Anggaran 1999/2000.

Perciapan melip uti :

a. Kegiatan apresiasi bagi pejabat struktural maupun
funoqional'

b. Bimbingan teknis bagi para pengelola arsip.

2. Tahun.{nggaran 2000.

- Pendataan arsip pada masing-masing instansi;

- Pelalisanaan eikuisisi di dinas/badan/lembaga Tingkat
Kabupaten Oianjurl

- Penyerahan arsip:

a. Dari tlinas/badanllemtragalinstansi vc-rtikal ke Kantor
Alsip Daerah Kabupaten Cianjur';

b. Dari dinaslbadan/lembagalB UMDll(ecamatan/Kelurah'
an atau Desa di lingkrtngan Kabupaten cllierahkan ke
Kantrrr Arsip Daerah Kabupaten.

3. Tahun Anggaran 2001.

- Seleksi dan penilaian arsip statis di Kantor Arsip Daerah
Kabupaten Cianjur;

- Penyerahan arsip statis dari Kantor Arsip Daerah
Kabupaien ke Kantor Arsip Daerah Propinsi;

- Penverahan arsip statis dari Kantor Arsip Daerah
Kabupaten ke .Arsip Nasional Wilayah.

BAB vII
PE MANTAUA]\i DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pemantauan pelaksanaan akuisrsi arsip di lingkungan
Kabupaten CHanjur secara berkala melalui rapat koordinasi,
peninjauan lapangan dan cara lain yang lebih efisien.

Pasal 13

Pelaksanaatr akuisisi pada instansi otonortr dan BUivID yattg
berada di Kabupaten dilaporkan kepada Tim Akuisisi melalui
I{antor Arsip Daerah l{abupaten Cianjur.

t

i1Arr v lll ....
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Pasal 14

Pembiayaan kegiatan akuisisi dianggarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur mulai
pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 1999/2000 dan
dilanjutkan dengan Ta-hun Anggaran be.rikrrtnya.

BAB IX
KETE NTUAN.KETENTUAN LAIN

rasal li)

Dalam rangka menyatukan persepsi tentang pelaksanaan
akuisisi arsip di dae.rah diperlukan adanya kegiatan sosialisasi
yang melipuli :

a. Apresiasi Akuisisi Arsip ditujukan kepada pimpinan
instansillembaga;

b. Rapat-rapat koordinasi yang disslsnggarakan oleh Tim
Akuisisi.

Pasal 16

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Akuisisi Tingkat
Kabupaten dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah
Kabupaten Cianjur.

BAB X
PENT-ITUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan
ini sepanjang menyangkut teknis pelahsanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten
Cianjur.

Pasal 18

Keputusan ini mular berlaku sejak tanggal ditetapkan-

q

HANDIA}IIHARDJA


